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surat Permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah

i
dari Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Lampung =

i
tanggal ?3 Juli 1991 Ilomor : 590/720/G/1991,

bshwa adanya rencana vpembangunan balai benih per-
kebunan oleh Dinas Perkebunag/ﬁrdpinsi Dati I Lam
vung bersarti akan meningkﬁfﬁén kemanpuan Pemerin-
tah dalam pnemenuhan kebutuhan benih komoditi per-
kebunan untuk wilayah Lampung pada unumnya dan

Lampunsz Barat pada khususnya

bahwa lokasi balai benih perkebunan tersebut ter-
sedia seluas + 10 hektar dan tidak tumpang tindih
dengan keglatan proyek atau kegiatan perusahaan
lain g

bahwa lokasi ini memenuhi syarat untuk diberi I-

i4

o

in Lokasi dan Pembebasan Tanah karena per runtulka

nya sesuai dengan Rencana Tata Cuna Tanah ;

bahwa untuk mulal melalsanalian rencana pembangun=—
an tersebut, perlu diberikan Ijin Lolkasi dan Pem=
bebasan Tanah kepada Dinas Terkebunan Propinsi Da

Ei T Lampung
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Undangz = Undang Homor % Tahun 1974 tentang Fokok

Pokolt Pemerintahan di Daerah
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Undeng - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pemben-
tukan Daerah Tingkat I Lampung ;
Undang = Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratur-
an Dasar Pokok -~ pokok Agraria

Undang - Undang Womor 4 Tahun 1982 tentang Ketentu-
an = Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingltungan Hidup ;
Peraturan Pemerintah Iomor 10 Tahun 1961 tentang -
Pendaftaran Tanah

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Ba -
dan Pertanahan MNasional ;

Peraturan Menteri Dalam Negerl MNomor 6 Tahun 1972
tentang Pelimpahan Wevwenang Pemberian Hak Atas -

Tanah 3

(S

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 5 Tshun 197

tentang Ketentuan - ketentuan llengenai Tata Cara -
Pemberian Mak Atas Tanah 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Homor 15 Tahun 1975
tentang Ketentuan - ketentuan Mengenal Tata Cara =
Pembebasan Tanah

Peraturan Menteri Dalam lNegeri Homor 6 Tahun 1986
tentang Pencabutan Peraturan lMeneteri Dalam UWegeri
Womor % Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanzh ;
Surat Edaran Menteri Dalam ¥Wegeri Homor 593.82/50%0
FAhgr/Tahun 1982 perihal Pengolahan / Penyiapan Pem-
berian Ijin Prinsip dalam Rangka Pencadangan dan =
Pembebasan Tanah untuk keperluan Proyek = proyek =~
pembangunan ;

Keputusan Kepala Badan Pertanahan llasional Nomor 1
Tahun 1989 tentang Crganisasi dan Tata Kerja Kantor
ilayah Badan Pertanahen Nasional di Propinsi dan

Kantor Pertanahan di Kabupaten /Kotamadya
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Memberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas *
10(sepuluh) hektar terletak di Desa Hanakau Kecama-
tan Balik Bukit Kabupaten Lampung Utara sebagaimana
terlihat pada peta lokasli terlampir, untuk keperlu-
an balal benih perkebunan kepada Dinss Perkkebunan
Propinsi Dati I Lampung dengan syarat - syarat seba
gail berikut :
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1. untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang ber-
sangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak - hak
pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Henteri Dalam Ne-
geri Nomor 15 Tahun 1975,

2, mengajukan permohonan pengulkuran kadasteral kepada Ke
pala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propin-
si Lampung atas areal yang dimohon tersebut.

3., mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Hasional Propinsi Lampung
atas areal yang dibebaskan tersebut sebagaimana dia-
tur dalam Peraturan Menteri Dalam lNegeri liomor 5 Ta-
hun 197% jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Homor 6
Tahun 1986,

4., melaksanakan penatagunaan tansh / penataan ruang se-
sual maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri DNomor 6
Tahun 1986,

5. ikut memelihara kelestarian linglkungan dan pemeliha-
raan tanah yang dikelola dalam areal tersebut dengan
memperhatikan ketentuan sesuai Undang - Undang Nomor
4 Tahun 1982,

6. membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan ini ke-
pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pro-

pinsi Lampung sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sekali.

Kedua : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Lampung untuk memonitor / mengawasi pelaksanaan
Keputusan ini,

Ketiga : oegala akibat yang timbul dan untung rugi atas kenutusan
ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dinas Perkebunan
Propinsi Dgti I Lampung.

Keempat : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung se

jak tanggal ditetapkan dengan ketenbtuan apabila dikemu-~
dian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah se-

bagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal ////g- 10 - 91
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¢ Keputusan ini disempaikan

kepada Yth

lenterl Dalam Hegeri di Jakarta,

lenteri Pertanian cg., Dirjen Perlkebunan di Jakarta,

ertanahan Fasional di Jal-arta.

Ketua Bappeda Tingkat I Lampung 4i Bandar Lampung,

‘epala Kantor ‘ilavanh Bedan Pertanahan Hagional
Propinsi Lampung di Bandar Lampung.

¥epala Dinas Perkebunan Propinsi Dati I. Lampung
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Bupati ¥epala Daerah Tinglkat IT Habupaten Lampung
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Pembantu Bupati Wilavah Liwa di
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Kepala Desa Manakau,

Himpunan Keputusan,



